11

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang
atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu
jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk
membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling,
1976).

Mengacu pada teori agensi (agency theory), akuntabilitas publik
dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung
memaksimalkan self inferest-nya yang dimulai dari proses penganggaran,
pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang
sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini
telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif

dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap
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ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa
penyafian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga
bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna faporan
keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko
berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh
karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa
kinénja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan kevangan
daerah (Safitri, 2009 dalam Dita dan Warsito, 2011).
. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di
bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya
proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang
individu. Menurut Tyler (Septiani, 2005 dalam Faristina, 2011), terdapat
dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada
hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental
mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi
dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam fangible, insentif,
dan penalti yang berhubungan dengen perilaku. Perspektif normatif
berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematubi hukum yang mereka

anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.
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through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut
dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui
legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi
peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk
mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Faristiana, 2011).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa
teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi
kepatuhan  entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang
mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi
dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (Faristina, 2011).

3. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau
individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai
kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-
keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis
(2004) udiono & Fidelis (2004) dalam Desi dan Ertambang (2008), untuk

menilai kinerja dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan
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dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat
dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk
melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang
jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,
pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam
pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari
seseorang yang memiliki keterampilan (s&ill), pengetahuan (knowledge)
dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi,
2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang
mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak
menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan
tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan
latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan
pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga
untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan

baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam
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kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan
dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada sektor bisnis,
tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat mutlak harus diutuhkan. Sebagai contoh pengajuan perijinan,
pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi
(SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan,
pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI.

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro),
perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet),
electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan
teknologi (Wilkinson ef al, 2000 dalam Indriasari dan Nahartoyo, 2008).
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a)
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses
kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Celviana
dan Rahmawati, 2010).

Wilkinson et, al (2000) dalam Rosidi (2010) meyatakan bahwa
dengan adanya penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada sektor

publik akan membuat:
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b. Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,

¢. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,

d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,

e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih
tinggi ketika dibutuhkan,

£ Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak.

g. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar
untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab
rutin dan pembuatan keputusan.

5. Pengendalian Intern Akuntansi

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), pengendalian intern
meliputi  struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya
kebijakan pimpinan.

Unsur-unsur  pokok yang diperlukan dalam menciptakan
pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputet, 2003
dalam Zuliarti, 2013): (8) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b)
pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang
saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya
manusia yang optimal. Mahmudi (2007) dalam Zuliarti (2012)

menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern
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a. Sistem dan prosedur akuntansi
Qistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan
serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan
fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah
daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1)
sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur
sJuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan
(4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
b. Otorisasi
Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting
karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat
berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan
ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab
mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah.
Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan
tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari
pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau
kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut
dikategorikan tidak sah atau ilegal.
c. Formulir, dokumen, dan catatan
Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung

dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang
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akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan
akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.
d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi
dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal
hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang
saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi.
Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari

terjadinya kolusi, kecurangarn, dan korupsi.

6. Keterandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi
keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid, Informasi dalam
laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Ketepatwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus
disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlibatkan
perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya akan mempengarubi
prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatwaktuan juga menunjukan
rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan

frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi
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Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan
menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam
mempengaruhi kualitas keputusan (Amey, Gordon, dan Narayanan)
dalam (Septiani, 2005).
7. Pelaporan Keuangan Pemerintah
Menurut suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur
dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi
keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik
dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam Statement
Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan
sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi
dan kinerja perusahaan terutama dari segi kevangan dan tidak terbatas
pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.
. Hasil Penelitian Terdahulu
Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh
Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap
Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di
Pemda Subosukawono-sraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan
pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan

variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
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manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui
pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
positif signiﬁkan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah
daerah, sedangkan sumberdaya manusia tidak memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Indriasari (2008) meneliti tentang ‘“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern
Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel
independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi,
sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumberdaya manusia tidak memiliki
pengaruh, Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas
sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ariesta (2013) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Sumberdaya

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern
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(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat).
Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi,
sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
sumberdaya manusia berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi
mempunyai pengarch yang signifikan dan positif terhadap keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya
pengendalian intern akuntansi informasi mempunyai pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah,
C. Hipotesis
1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun
2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru
dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP
Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem
penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur
APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat

paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan
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yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah
sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam
pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan
formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem
pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi
Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber
daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang
memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian
akuntansi  pemerintah  daerah  dalam  kaitannya  dengan
pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh
Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Indriasari (2008).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem
akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka
akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan
akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi,
kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi
yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan

positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan
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H;: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada
organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk
pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan
dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangka{l
dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi
keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses ketja yang
memungkinkan pemerintahan  bekerja secafa terpadu  dengan
menyederhanakan akses antar unit kerja.
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan
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Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi
informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka
dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk ™ mengakses,
mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat
dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem
informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik
menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi
informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan
baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya
sebagai mesin multiguna, multiprocessing (Indriasari, 2008). Pemanfaatan
teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.
Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif
antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan
keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:
H,. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam
laporankeuangan oleh BPK, menunjukan bahwa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang

disyaratkan, yaitu Kketerandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan
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laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan:
pengendalian intern alamtansi. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK
menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak
Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalianintern  dalam hal
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif
antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :
Hs;: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya
serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada
keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya
adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan
keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai
informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian
tersebut diduga terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga
penulis mengajukan hipotesis:

Hy: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif
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5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian Coben et al (2007) dalam Winidyaningrum dan
Rahmawati (2010) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang
dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan
alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan
tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas
akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang
kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan
sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan
penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan
tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan positif antara
pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan
Hs: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
D. Model Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka pengaruh
kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan

pengendalian akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
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2.1 Kerangka Pemikiran

Model 1

Kapasitas
Sumber Daya
Manusia

Pemanfaatan Keterandalan

Teknologi > II;elaporan
Informasi cuangan
Pemerintah Daerah

Pengendalian
Intern
Akuntansi

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Pengendalian Intern akuntansi, terhadap Keterandalan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model 2

Kapasitas

Sumber Daya
Manusia Ketepatwaktuan

Pelaporan

Pemanfaatan Keuangan
Teknologi Pemerintah Daerah
Informasi '

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi
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